PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soehato Nomor 57 Teiepon (0360) 833064 Kupang
Facsimile (038]) £21954 Kode Pos 85116

Moembaca

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421 / 320 /Pend/2017

TENTANG

JIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | SMK ) KRISTEN NUNAIN
KABLPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

LEPALA DINAS PENDIDIKAN
PRUVINSI KUSA TENGGARA TIMUR

a. Surar Yovasan pendidikan Kristen Agape SoE Nomor : 03/11
110210/ E-2015 tanggal 10 Juni 2016 tentang permohonan

ljin Operasional SMK Kristen Nunain;

Iy Laporan Verifikasi Proposal dan hasil suivey SMK Kristen

Munasin Kabupaten Timor Tengah Selatan  Nomor
#0905 [ Pend/2017 tanggal 09 November 2017;

a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor
Tengah Selatan, makn perlu menentapkan Ijin Operasional

Penvelenggaraan Unit Sel.alah Baru ( USB )i

L. Lahwa sesuzi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  yang mcng:amanetkan
kewenangan pengelolaan  Pendidikan Mencng&h
Pendidikan Khusus menjadi kewenangan P‘crntnnl'.ah

Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima}aud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputuan Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang ljin
Op-rasional Penvelenggaraan “Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK | Kristen Nunain Kabupaten Timor

Tengah Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara

Indonesia Tahun 1958 Nemor 115, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonesia Nemor 1649 );

2. Undang-Undang MNomor 20 Tanun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 NMNomor 78, Tambahan Lembaran MNegara

Zepublik Indonesia Nomor 4301 );
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Menetapkan
KESATU

=}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 | scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang pecubahan kedua atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
[Lembaran Negara Fepublik Indonssia Tahun 2015 Nomoer
58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
Peraturan Pemerintah idomor 17 Tahun 2010 tentang
pengelolaan dan  Penyelenggaan Pendidikan | Lembaran
Nagara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahu:i“ﬁﬂ.]ig tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemervintah Nomor 17° Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penye.enpgaraan Pendidikan (Lembaran
Megara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5157 ); -
Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahua 201§ tentang
perubahan Kedua atas Peraturan Peme n‘zh or 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan
[Tambahan Lembaren Nagara Republik Indonesia Nomo
H

Peraturan Pemerintah Nomor 15 ahun 2015 tentang ajib
Belajar | Lembaran Negaa Repubik Ind_an&gj.a Tahun 2008
Mommor 490 ]; i I
Peraturin Menteri Pendidican Nasiondl Nomge 4 Tahun, 2007
tentang Standar Pengelolaan  Pendidikan .oleh  Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengaly; ‘ '

Perat aran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tanin 2012 tentang Badin Akreditasi Sekolah;

leputusan Menteri Pend idiken Nasivnal Nomor 060U /2002
tentang Pedoman Pendirian Seklah;

Peratran Daerah Provinsi NMusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahua 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Idaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Teggara Timur Tahun 2016 Nomor 009 );

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun

2016 rentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerjn Dinas Pendidikan Provinsi Nusa

Tenpearn Timur  Beritn Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timu Tubun 2016 Nomor 033 );
MZMUTUSKAN

ljin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan | SMK ) Kristen Nunain, Desa Fatukoko,
Kecamatan Molle Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
dengan Hompetensi Keahlian  Akuntansi, Agribisnis Ternak
Ruminangia dan Agribinis Tanaman Pangan dan Enrtitultura}‘



KEDUA . ljin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk
dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) mulai
pada Tahun Pelajaran 2017/2018;

KETIGA :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kristen
Agape SoE serta sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat
mengikat;

KEEMPAT . ljin Operasional ini berlaku 5 ( lima ) Tahun terhitung mulai
tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 10
November 2022, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KELIMA :  Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE secara bertahap
berusaha memenuhi 8 ( delapan ) Standar Nasional Pendidikan
dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 10 November 2017

KEPALA DINAZ PENDIDIKAN
TPROV]NS[ NUSA TENGARA TIMLIRf

oL, 4
__JOHANNA E. LISAP M.Si
< _PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tengegara Timur di Kupang;

Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Direktur Pemnbinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia di Jakarta;

7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

9. Kepala UPT Pendidikan, wilayah | { Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS | di
Kupang

10. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE di SoE
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